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Pasal 33 avat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasa oleh negarajuga bumi, air, dan kekayaan
alam lainnya yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergnnakan untuk sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat. Pasal ini adalah pasal yang mengatur legitimasi berbagai perusahaan yang dimiliki
oleh negara yang kemudian dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara dan beberapa peraturan perundang-
undangan serta kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada saat itu adalah memberi posisi monopoli pada
BUMN dalam melakukan kegiatannya. Posisi memberikan hak monopoli pada BUMN menimbulkan beban
bagi rakyat serta menjadi ketimpangan dalam sistem perekonomi negara.

Tujuan lain yang ingin dicapai dalam privatisasi adalah agar dapat menutup defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dikarenakan kondisi keuangan negara yang buruk yang tercermin dari APBN,
di mana penerimaan negaraterlihat dalam posisi yang defisit. Tindakan privatisasi yang dilakukan
pemerintah Indonesia juga atas dasar kssepakatan Letter Of Intent yang dibuat bersama antara pemerintah
Indonesia dengan I nternational Monetary Fund (IMF).

Adapun permasalahan yang dihadapi PTPN IV adalah mencari bentuk privatisasi yang ideal apakah go
public atau strategic partner, mencari besar sharing kepemilikan saham yang diinginkan oleh pemerintah
apabila dilakukan privatisasi, pertimbangan apa yang harus dilakukan PTPN IV dalam melakukan
privatisasi. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian
kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan didukung dengan wawancara kepada
narasumber.

Akhirnya didapat suatu kesimpulan bahwa privatisas harus disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan
perusahaan, kepemilikan saham yang diinginkan pemerintah pada PTPN IV sebesar 51 % ( lima puluh satu
per sen) perlu persamaan pendapat antara PTPN 1V dengan DPR mengenal berapanilai yang pantas untuk
PTPN IV dan waktu yang tepat dalam melakukan privatisas serta harus melakukan tahap sosialisasi kepada
masyarakat.
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